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NOMOR : 213 /KEP/Dindik/X11/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN TAMAN KANAK-AANAK
GRIYA BERMAIN KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG,

Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Taman Kanak-Kanak Kota
Pangkalpinang dari Sdr. Suherna selaku Kepala/Pengelola
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Griva Bermain tanggal 02
Desember 2015, Nomor : OWYPAUD GB/PRB/XIZ0S
beserta lampirannya.

bd

Reputusan Kepala Dines Pendidikan Kota Panghaipinang
Nomor : 066/0095/Dinpendik/PNFI/2009 tanggal 19
Junuuri 2010 (entang  Persetujuan  untuk  mendirikan
Pendidikan Anak Usia D { PAUD ) Gnva Benmam
Kota Pangkalpinang :

Bahwa izin operssional penyclenggarsan  Pendidikun
Anak Usia Dini Satuan Taman Kanak-Kanak Griva
Bermain Kota  Pangkalpinang  dapat  diberikan  dalam
batas-batas ketentvan hukum dan peraturan perundanp-
undangan vang berlaku.

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1939 fentang
Penetapan [ndang-1)ndang Darurat Nomor (4 tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Repubhik
Indonesia Nomor 1091, Undung-Undang Dururat Nomor §
Tahun 1956 ( Lembaran Neoara Renublik Indonesia
Tahun 1956 Nomos 56, famhahan |embaran Negara
Nomor 1091}, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 ( Tambshan Lembaran Negara Republik
lirdonesia Tahun 1556 Nomor 57, Tanbabas Lembaian
Negara Republik Indonesia Nomor 1091} tentang
Pembentukan Daerh Tinghat 11 termasuk Kotapraja

dalam lingkup daerah |ingkat | Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
whun 1959 Nomor 73, lumbahan Lemberan Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 ieniang
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(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033 );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembasan Negare  Hepubitk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan ( Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4301}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Nomaor 4438):

Undang-Undang  Nomor 12 ‘Tahun 2011 leniang
Pembentukan Peraturun Perundang-undangan (Lemburan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5234y,

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 eiani
Pemerintahan  Daerah  (Lembagan Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan |.embaran
Negara Republik Indonesia Nomaor S5871

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tshun 2005 tentang
Standar Wasiona) Pendidikan (Lombaran Negara Repuobtik
indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
iclah diubah dengan Peraturan Pemcerintah Nomor 32
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Nepara/Daerah | Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 20. Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855),

Peraturan Pemerinigh Nomor 38 Tahun 2007 temang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negura Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 4! Tahun 2007 tentang
(rganisasi Perangkat Daerah (1 embaran Nepara Repuhlik
Indonesia Tahum 2007 Nomor 89, Tamhahan | embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741},
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 abun 2008 tentung Gury
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 lentang
Pengelolaan dan Penyelengoaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan

Peruturun Pemerintah Nomor 60 §ghun 2010 {Letnbaruy
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117

Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
>157%;

Peraturan. Menteri Pendidikan Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 Tentang I"edoman Teknis Pengelolaan Barang

Peraturen Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Lalwn
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Deerah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di
Bidang Pendidikan;

Peralurun Duerah Rota Paogkalpinung Nomor 02 | ubug
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008
Nomor U2 Sen D Nomor 01y

Poraturan Dacreh Kota Pangkalpineng Momar 01 tabun
2009 tentang DPengelolaan DBarang Milik Dacrah
(Lembaran Dacrah Kota Pangkalpinang Tahun 2009
Nomor 01, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Deerah
Kota  Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tuhun 2010 Nomor 07);
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MEMUTUSKAN

Membernikan perpanjangan 1zin operasional penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini kepada -

Nama Lembaga ! PAUD GRIYA BERMAIN
Satuan PAUD :  Taman Kanak-Kanak ( TK )
Alamal : JL Bathin lso 125 A Kel.Keramut

Ketua/
Pengelola : SUHERNA
Pemilik © Dra PERSADA DEW!

Kec. Rangkui Kota Panghalpinang,

izin operasional penyelenugaraan sehagaimana tersebut pada
Diktum KESATU berlaku selama 3 Tahun. Terhitung mulai
tanggai 03 Desember 2015 s.d. tanggal 04 Desember 2018:

Pemegang icin ini ieriha dengan Keienlvan |/ kewajiban
sebagai berikut :

1.

]
.

Menyelengoarakan Pendidikan pada PAIDY tersehu
scsusi kelontuan, schingga Japai mcwcnubi lurigsi
sosialnya terhadap masyarakat :

Menlzali  peraturan perundang-undangan yang berlaky
atau yang akan ditentukan kemudian -

Mengirimkan laperan berkala. sesuai ketentuan dari
Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang ;

Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru
sclambat-lambainya 30 (uga puluh) hari  sebelum
izin ini berakhir,

Keputusan ini berlaku sejak tangpal ditetapkan,

Walikela Panghalpmang -
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. BABEL

Diietapian di Panghalpineng
pada tanggal (3 Desember 2015,




